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KEMENKEU. Kegiatan Kepabeanan Cukai.
Jaminan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/PMK.04 /2022
TENTANG

JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai jaminan dalam rangka
kegiatan kepabeanan dan cukai telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010
tentang Jaminan dalam rangka Kepabeanan dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009
tentang Jenis dan Besaran Jaminan dalam rangka
Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan
Pembayaran Cukai;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin
kepastian hukum bagi pengguna jasa di bidang
kepabeanan dan cukai, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam
rangka Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran
Jaminan dalam rangka Pembayaran Cukai Secara
Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai, perlu
diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan
ketentuan Pasal 7A ayat (6) dan Pasal 41 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Jaminan dalam rangka Kegiatan
Kepabeanan dan Cukai;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4886);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JAMINAN
DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pungutan Negara adalah pungutan negara dalam rangka
impor, pungutan negara dalam rangka ekspor, pungutan
negara di bidang cukai, dan/atau pungutan negara
lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam rangka
impor, ekspor, dan/atau di bidang cukai yang dipungut
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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10.

11.

12.

13.

14.
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Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima
setoran penerimaan negara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Kantor Bea dan Cukai adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean dan/atau cukai sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau
Undang-Undang Cukai yang mengelola jaminan.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau
Undang-Undang Cukai.

Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan dan cukai
yang selanjutnya disebut Jaminan adalah garansi
pembayaran Pungutan Negara dalam rangka kegiatan
kepabeanan, kegiatan cukai, dan/atau pemenuhan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan di
bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas
Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan
untuk memenuhi kewajiban menyerahkan Jaminan
sesuai dengan peraturan di bidang kepabeanan dan/atau
cukai kepada Kantor Bea dan Cukai.

Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk
melakukan pembayaran kepada Kantor Bea dan Cukai
apabila Terjamin cedera janji (wanprestasi).

Klaim Jaminan adalah tuntutan yang dilakukan oleh
Kantor Bea dan Cukai kepada Penjamin atau Terjamin
untuk mencairkan Jaminan akibat Terjamin tidak
memenuhi kewajibannya.

Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat,
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta
Pejabat Negara dan undangan lain.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
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15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga

yang memberikan fasilitas kepada badan usaha
termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor
nasional.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pungutan Negara meliputi:

a.

(1)

(2)

(1)

Pungutan Negara dalam rangka impor, ekspor, dan/atau
atas barang kena cukai, yang terdiri dari:

bea masuk;

bea masuk anti dumping;

bea masuk imbalan;

bea masuk tindakan pengamanan:

bea masuk pembalasan;

bea masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE);

7. denda administrasi pabean;

8. bea keluar;

9. denda administrasi bea keluar;

10. bunga bea keluar;

11. pendapatan pabean lainnya;

12. cukai hasil tembakau;

13. cukai etil alkohol,

14. cukai minuman mengandung etil alkohol;

15. denda administrasi cukai; dan

16. pendapatan cukai lainnya; dan

Pungutan Negara lainnya yang terkait dengan kegiatan
dalam rangka impor, ekspor, dan/atau atas barang kena
cukai, yang terdiri dari:

Pajak Pertambahan Nilai impor;

Pajak Penghasilan Pasal 22 impor;

Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor; dan
Pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARSI

i

Pasal 3
Jaminan digunakan untuk:
a. menjamin Pungutan Negara; atau
b. memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang kepabeanan
dan/atau cukai.
Dalam hal Terjamin cedera janji (wanprestasi), Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan atau
diklaim untuk pemenuhan Pungutan Negara termasuk
sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
kepada Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 4
Jaminan yang  dipersyaratkan untuk  kegiatan
kepabeanan dan/atau cukai dapat digunakan:
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(2)

(3)

(4)
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a. sekali; atau

b. terus menerus.

Jaminan yang digunakan sekali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, merupakan Jaminan yang

diserahkan dalam bentuk atau jenis dan jumlah tertentu
yang hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali kegiatan
kepabeanan atau cukai.

Jaminan yang digunakan terus-menerus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Jaminan

yang diserahkan dalam bentuk atau jenis dan jumlah
tertentu yang digunakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Jaminan yang diserahkan dikurangi untuk setiap
pelunasan Pungutan Negara sampai Jaminan
tersebut habis; atau

b. Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak
terbatas sehingga setiap pelunasan Pungutan
Negara dilakukan dengan tanpa mengurangi
Jaminan yang diserahkan.

BAB III
BENTUK ATAU JENIS JAMINAN

Pasal 5
Bentuk atau jenis Jaminan berupa:

a. Jaminan tunai;

b. Jaminan bank;

c. Jaminan dari perusahaan asuransi;

d. Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia;

e. Jaminan dari lembaga penjamin;

f. Jaminan perusahaan (corporate guarantee);

g. Jaminan tertulis;

h. Jaminan aset berwujud; dan

i.  Jaminan lainnya.

Penggunaan bentuk atau jenis Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wuntuk setiap kegiatan
kepabeanan dan/atau cukai ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan atau cukai yang mewajibkan penyerahan
Jaminan.

Dalam hal bentuk atau jenis Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wuntuk setiap kegiatan
kepabeanan dan/atau cukai tidak diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan atau cukai yang mewajibkan penyerahan
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Kantor Bea dan Cukai dapat menetapkan bentuk atau
jenis Jaminan untuk setiap kegiatan kepabeanan
dan/atau cukai berdasarkan manajemen risiko.
Penetapan bentuk atau jenis Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan
Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai.
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Pasal 6
Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a merupakan Jaminan berupa uang tunai dan/atau
bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan yang
diserahkan oleh Terjamin kepada Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 7

(1) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b yang diterima sebagai Jaminan dalam
rangka kepabeanan dan/atau cukai merupakan Jaminan
dalam bentuk bank garansi.

(2) Bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh Bank Persepsi sebagai Penjamin pada
Kantor Bea dan Cukai dalam bentuk warkat.

Pasal 8

(1) Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang diterima
sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan
merupakan Jaminan dalam bentuk customs bond.

(2) Jaminan dari perusahaan asuransi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang diterima
sebagai Jaminan dalam rangka kegiatan cukai
merupakan Jaminan dalam jenis excise bond.

(3) Jaminan dalam bentuk customs bond sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau jenis excise bond
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan
oleh perusahaan asuransi yang termasuk dalam daftar
perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan
produk customs bond dan/atau excise bond di Indonesia
yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9
Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
merupakan Jaminan yang diterbitkan oleh Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Pasal 10

(1) Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima sebagai
Jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan merupakan
Jaminan dalam bentuk customs bond.

(2) Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang diterima sebagai
Jaminan dalam rangka kegiatan cukai merupakan
Jaminan dalam jenis excise bond.

(3) Jaminan dalam bentuk customs bond sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau dalam jenis excise bond
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan
oleh lembaga penjamin yang termasuk dalam daftar
lembaga penjamin yang dapat memasarkan produk
customs bond dan/atau excise bond yang telah
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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Pasal 11

Format sertifikat Jaminan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, yang digunakan:

a. sekali, diterbitkan dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini; atau

b. terus menerus, diterbitkan dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan Penjamin.

Dalam hal sertifikat Jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang diterbitkan secara elektronik, sertifikat

Jaminan ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan

perusahaan Penjamin.

Pasal 12

Jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan

Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari

perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar

seluruh Pungutan Negara dan/atau pemenuhan
kewajiban penyerahan Jaminan yang dipersyaratkan

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. perusahaan yang telah ditetapkan sebagai mitra
utama  kepabeanan atau operator ekonomi
bersertifikat (authorized economic operator) yang
memiliki profil risiko rendah, memiliki laporan
keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh
akuntan publik dengan opini wajar tanpa
pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang
baik selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. pengusaha pabrik barang kena cukai yang memiliki
profil risiko rendah, memiliki laporan keuangan
perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik
dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan
memiliki kinerja keuangan yang baik selama 2 (dua)
tahun terakhir;

c. perusahaan penerima fasilitas di bidang kepabeanan
dengan persyaratan profil risiko rendah, memiliki
laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit
oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa
pengecualian, dan memiliki kinerja keuangan yang
baik selama 2 (dua) tahun terakhir; atau

d. penyelenggara pos yang ditunjuk.

Jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang telah

mendapatkan Keputusan Menteri mengenai izin

penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee)

dapat digunakan untuk menjamin seluruh kegiatan di

bidang kepabeanan atau cukai sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
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dan/atau cukai yang mengatur kewajiban penyerahan
Jaminan.

(4) Jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan = dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang
ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan dan
dibuatkan akta otentik oleh Notaris.

Pasal 13

(1) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf g, berupa surat pernyataan tertulis dari
Terjamin yang berisi kesanggupan untuk membayar
seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan
kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
hanya dapat digunakan sekali.

(2) Penggunaan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada:

a. importir yang merupakan instansi pemerintah
untuk keperluan pemerintah atau pelaksanaan kerja
sama dengan negara lain;

b. importir yang mengimpor barang untuk keperluan
proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman
dan/atau hibah dari luar negeri;

c. perusahaan pelayaran atau perusahaan
penerbangan dalam rangka impor sementara;

d. importir atas kegiatan impor yang mensyaratkan
Jaminan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

e. importir atas kegiatan impor dalam keadaan
darurat, kegentingan memaksa, atau Acara
Kenegaraan.

(3) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 14
Jaminan aset berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h, berupa tanah dan/atau bangunan yang
merupakan milik perusahaan dan/atau pengurus perusahaan
yang  dibuktikan  kepemilikannya = dengan sertifikat
kepemilikan.

Pasal 15
(1) Jaminan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf i, merupakan Jaminan selain yang dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h
yang dapat digunakan untuk kegiatan kepabeanan dan
cukai, termasuk tapi tidak terbatas pada:
a. Jaminan atas impor sementara atas kapal wisata
asing (vessel declaration);
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b. Jaminan atas impor sementara atas kendaraan
bermotor melalui pos pengawasan lintas batas
(vehicle declaration); atau

c. Jaminan atas impor sementara dengan
menggunakan dokumen carnet.

Penggunaan dan  pengelolaan Jaminan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
BESARAN NILAI DAN JANGKA WAKTU JAMINAN

Pasal 16
Nilai Jaminan yang diserahkan dalam rangka kegiatan
kepabeanan dan cukai paling sedikit sebesar:
a. Pungutan Negara yang terutang; atau
b. nilai tertentu yang dipersyaratkan dalam kewajiban
penyerahan Jaminan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Besaran nilai Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicantumkan dalam sertifikat atau surat Jaminan.
Dalam hal Jaminan berupa Jaminan perusahaan
(corporate guarantee) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dan Jaminan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1), besaran nilai Jaminan dapat
tidak dicantumkan.

Pasal 17

Jangka waktu Jaminan yang diserahkan paling singkat

sesuai dengan jangka waktu:

a. izin penundaan pembayaran Pungutan Negara
dalam rangka kegiatan kepabeanan;

b. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai
dengan menyerahkan Jaminan;

c. pembebasan ditambah jangka waktu penyampaian
laporan hingga penelitian realisasi ekspor barang
dengan pembebasan impor tujuan ekspor;

d. izin impor sementara ditambah jangka waktu paling

lama realisasi ekspor kembali;

paling lama diputuskannya keberatan;

pembayaran cukai secara berkala;

penundaan pembayaran cukai;

13 (tiga belas) bulan sejak surat banding di bidang

kepabeanan dan/atau cukai diterima Panitera

Pengadilan Pajak; atau

i. yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang kepabeanan
dan/atau cukai yang mewajibkan penyerahan
Jaminan.

Dalam hal terdapat perubahan jangka waktu Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu akan

ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang
mewajibkan penyerahan Jaminan.

SR o
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Pasal 18
Jaminan yang telah diterima oleh Kantor Bea dan Cukai
dan telah diterbitkan bukti penerimaan Jaminan, dapat
dilakukan penyesuaian terhadap jumlah dan/atau
jangka waktu Jaminan setelah mendapat persetujuan
Kepala Kantor Bea dan Cukai.
Penyesuaian atas jumlah dan/atau jangka waktu
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum jangka waktu penjaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 berakhir.

BAB V
PENGAJUAN PENGGUNAAN JAMINAN

Pasal 19
Permohonan penggunaan Jaminan tunai, Jaminan bank,
Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan dari
lembaga penjamin, dan Jaminan aset berwujud, diajukan
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Izin penggunaan Jaminan perusahaan (corporate
guarantee) diajukan kepada Menteri u.p. direktur yang
mengelola penerimaan dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk
diteruskan kepada direktur yang mengelola penerimaan.
Izin penggunaan Jaminan tertulis diajukan kepada
Menteri u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu
Penyerahan Jaminan Tunai

Pasal 20
Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
diserahkan dalam mata uang Rupiah kepada Bendahara
Penerimaan atau Pejabat Bea dan Cukai yang memungut
penerimaan di Kantor Bea dan Cukai.
Penyerahan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menyerahkan uang tunai; dan/atau
b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus

Jaminan.

Bendahara Penerimaan pada Kantor Bea dan Cukai
harus menyimpan Jaminan tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a pada rekening khusus
Jaminan paling lama pada hari kerja berikutnya.
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Dalam hal Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diserahkan untuk menjamin kegiatan
kepabeanan oleh penumpang, awak sarana pengangkut,
atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di
Kantor Bea dan Cukai.

Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Bea dan
Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening
milik satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga.

Bagian Kedua

Penyerahan Jaminan Bank, Jaminan Perusahaan Asuransi,
Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Jaminan dari Lembaga Penjamin

Pasal 21
Jaminan bank, Jaminan dari perusahaan asuransi,
Jaminan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
dan Jaminan dari lembaga penjamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10,
diserahkan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
Dalam hal Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara elektronik, sertifikat Jaminan tetap
diserahkan melalui Terjamin kepada Kepala Kantor Bea
dan Cukai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
diterbitkannya bukti penerimaan Jaminan.
Dalam hal Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum diterima oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dan
Terjamin melakukan cedera janji (wanprestasi), Klaim
Jaminan terhadap Penjamin tetap dapat dilaksanakan.
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan
pada Kantor Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga
Pengajuan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan
(Corporate Guarantee)

Pasal 22

Jaminan perusahaan (corporate guarantee) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dapat digunakan dalam

kegiatan kepabeanan dan/atau cukai di Kantor Bea dan

Cukai sepanjang telah mendapatkan izin penggunaan

Jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Untuk dapat menggunakan Jaminan perusahaan

(corporate guarantee) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1):

a. perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, mengajukan
permohonan izin penggunaan Jaminan perusahaan
(corporate guarantee) dengan melampirkan dokumen
paling sedikit berupa:

1. Jaminan perusahaan (corporate guarantee); dan
2. laporan keuangan perusahaan yang telah
diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar
tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun buku
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terakhir; dan

b. penyelenggara pos yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d,
mengajukan permohonan izin penggunaan Jaminan
perusahaan (corporate guarantee) paling sedikit
melampirkan Jaminan perusahaan (corporate
guarantee).

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, direktur yang mengelola penerimaan atas nama

Menteri memberikan persetujuan atau penolakan setelah

mendapatkan pertimbangan dari:

a. direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
teknis kepabeanan;

b. direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
fasilitas kepabeanan; dan/atau

c. direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
teknis dan fasilitas cukai.

Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama

10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2):

a. disetujui, direktur yang mengelola penerimaan atas
nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri
mengenai izin penggunaan Jaminan perusahaan
(corporate guarantee); atau

b. ditolak, direktur yang mengelola penerimaan atas
nama Menteri menerbitkan surat penolakan
permohonan dengan menyebutkan alasan
penolakan.

Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan

perusahaan (corporate guarantee) sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a diterbitkan dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pengajuan Izin Penggunaan Jaminan Tertulis

Pasal 23
Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dapat digunakan dalam kegiatan kepabeanan di Kantor
Bea dan Cukai sepanjang telah mendapatkan izin
penggunaan Jaminan tertulis.
Untuk dapat menggunakan Jaminan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna Jaminan
tertulis harus mengajukan permohonan penggunaan
Jaminan tertulis.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri
memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
tanggal permohonan diterima secara lengkap.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2):

a. disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama
Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai
izin penggunaan Jaminan tertulis dan bukti
penerimaan Jaminan; atau

b. ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama
Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan
permohonan dengan menyebutkan alasan
penolakan.

Keputusan Menteri mengenai izin penggunaan Jaminan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

diterbitkan dengan menggunakan contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 24

Terhadap Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh:

1. pejabat dengan jabatan paling rendah yakni pejabat
eselon I atau setara dengan pejabat tinggi madya,
untuk di tingkat pemerintah pusat;

2. pejabat dengan jabatan paling rendah yakni pejabat
eselon II atau setara dengan pejabat tinggi pratama,
untuk di tingkat pemerintah daerah; atau

3. pejabat paling rendah pejabat dengan pangkat
perwira tinggi yang membawahi logistik atau
kesatuan pada Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh importir yang
bersangkutan dan diketahui oleh Kuasa Pengguna
Anggaran dari instansi pemerintah terkait;
untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) huruf c, ditandatangani oleh pimpinan
tertinggi perusahaan;
untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf d, ditandatangani oleh importir yang
bersangkutan; atau
untuk importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) huruf e, ditandatangani oleh pimpinan badan
atau lembaga yang dibentuk atau diberi tugas
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
menangani keadaan darurat bencana, kegentingan
memaksa, atau Acara Kenegaraan.

Bagian Kelima
Penyerahan Jaminan Aset Berwujud

Pasal 25
Penyerahan Jaminan aset berwujud sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan
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menyerahkan:

a. sertifikat kepemilikan aset berwujud;

b. surat pernyataan bermeterai bahwa aset berwujud
tidak sedang dijadikan Jaminan kepada pihak lain;

c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Bangunan tahun terakhir dan bukti pelunasannya;
dan

d. surat keterangan penyerahan sertifikat kepemilikan
sebagai Jaminan yang ditandasahkan oleh Notaris.

Nilai penjaminan maksimal Jaminan aset berwujud

sebesar nilai jual objek pajak aset berwujud yang

dijaminkan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diterbitkan dengan menggunakan contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB VI
PENELITIAN JAMINAN

Pasal 26

Bendahara Penerimaan pada Kantor Bea dan Cukai

melakukan penelitian terhadap:

a. jumlah uang tunai; dan/atau

b. jumlah wuang yang dikreditkan pada rekening
khusus Jaminan Kantor Bea dan Cukai atas setiap
penerimaan bukti pengkreditan rekening khusus
Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) huruf b,

dalam hal Jaminan berupa Jaminan tunai.
Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian
untuk memastikan Jaminan perusahaan (corporate
guarantee) telah mendapat Keputusan Menteri mengenai
izin penggunaan Jaminan perusahaan (corporate
guarantee) dalam hal Jaminan berupa Jaminan
perusahaan (corporate guarantee).

Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian

terhadap:

a. kepemilikan aset berwujud;

b. besaran nilai penjaminan;

c. surat pernyataan bermaterai bahwa aset berwujud
tidak sedang dijadikan Jaminan kepada pihak lain;
dan

d. surat keterangan penyerahan surat dan bukti
kepemilikan sebagai Jaminan yang ditandasahkan
oleh Notaris,

dalam hal Jaminan berupa Jaminan aset berwujud.

Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian

terhadap:

a. elemen data yang tercantum dalam Jaminan;

b. besaran nilai Jaminan; dan

c. jangka waktu,

dalam hal Jaminan berbentuk Jaminan bank, Jaminan

dari perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga
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Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan dari
lembaga penjamin.

Pasal 27
Penjamin menyampaikan data Jaminan yang diterbitkan
oleh Penjamin melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai terhadap Jaminan yang berbentuk Jaminan bank,
Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan dari
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan
dari lembaga penjamin.
Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau
mengalami gangguan operasional, Kepala Kantor Bea dan
Cukai melakukan konfirmasi penerbitan Jaminan kepada
Penjamin menggunakan surat konfirmasi Jaminan yang
disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang
dapat membuktikan tanggal pengiriman.
Apabila Penjamin tidak memberikan jawaban atas surat
permintaan konfirmasi Jaminan yang dikirimkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah
tanggal pengiriman surat konfirmasi, Jaminan yang
dimintakan konfirmasi tidak dapat diterima.
Surat konfirmasi Jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 28

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, data Jaminan yang disampaikan Penjamin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),

dan/atau hasil konfirmasi yang dilakukan Kepala Kantor

Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

ayat (2), menunjukan:

a. kesesuaian, Bendahara Penerimaan atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan bukti
penerimaan Jaminan yang disampaikan kepada
Terjamin; atau

b. ketidaksesuaian, Jaminan dikembalikan kepada
Terjamin disertai alasan pengembalian.

Bukti penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB VII
PENGGANTIAN JAMINAN

Pasal 29
Jaminan yang telah diterbitkan bukti penerimaan
Jaminan, harus diganti dengan Jaminan yang baru oleh
Terjamin apabila:
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a. Penjamin diputuskan pailit oleh pengadilan;

b. Penjamin dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan
Jaminan oleh instansi pengawasnya;

c. perubahan status badan hukum Penjamin;

d. perubahan data Terjamin dan Penjamin yang
tercantum pada Jaminan; dan/atau

e. Penjamin tidak menyelesaikan kewajiban atas Klaim
Jaminan sebelumnya.

Dalam hal penggantian Jaminan dikarenakan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Kepala

Kantor Bea dan Cukai memberitahukan kepada Terjamin

untuk melakukan penggantian Jaminan.

Untuk melakukan penggantian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Terjamin mengajukan penggantian

Jaminan kepada direktur yang mengelola penerimaan

dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Penggantian Jaminan dengan Jaminan baru dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak:

a. tanggal penetapan atau pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf d; atau

b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Apabila Terjamin tidak melakukan penggantian Jaminan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang

dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani sampai dengan

Terjamin melakukan penggantian Jaminan.

Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan Klaim

Jaminan terhadap Jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

BAB VIII
PENGEMBALIAN JAMINAN

Pasal 30

Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya
bukti penerimaan Jaminan dapat dikembalikan kepada
Terjamin apabila:
a. seluruh kewajiban kepabeanan dan/atau cukai

telah dipenuhi; atau
b. kewajiban penyerahan Jaminan telah gugur,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan atau cukai.
Untuk mendapatkan pengembalian Jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terjamin
mengajukan permohonan pengembalian Jaminan.
Permohonan pengembalian Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala
Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Dalam hal Jaminan merupakan Jaminan tunai, surat
permohonan pengembalian Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diserahkan bersamaan
dengan pengajuan izin penggunaan Jaminan tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Bea dan Cukai
melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan
permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan
pengembalian diterima.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) menunjukan:

a. telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai
mengembalikan Jaminan disertai tanda terima
pengembalian Jaminan; atau

b. tidak sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai
menyampaikan surat penolakan disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 31

Dalam hal Jaminan yang diterima dari Terjamin berupa
Jaminan tunai, pengembalian Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan cara:
a. menyerahkan uang tunai;
b. menyerahkan cek giro; atau
c. mendebit rekening khusus Jaminan Kantor Bea dan

Cukai ke rekening Terjamin.
Segala beban biaya yang timbul dari pengembalian
Jaminan tunai dengan cara mendebit rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ menjadi
tanggungan Terjamin.

Pasal 32
Jaminan tunai dilakukan penyetoran ke Kas Negara
apabila Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai sampai
dengan 2 (dua) tahun sejak Jaminan tunai dinyatakan
dapat dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1).
Tata cara penyetoran ke Kas Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan = yang
mengatur mengenai penyetoran ke Kas Negara.
Dalam hal Terjamin tidak mengambil Jaminan bank,
Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, Jaminan dari lembaga
penjamin, dan Jaminan tertulis dalam jangka waktu 6
(enam) bulan terhitung sejak Jaminan dinyatakan dapat
dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1), dokumen Jaminan dimaksud dapat
dimusnahkan.
Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan
pemberitahuan batas waktu pengambilan Jaminan
kepada Terjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dan ayat (3).

BAB IX
PENCAIRAN DAN KLAIM JAMINAN

Pasal 33
Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pencairan
Jaminan tunai apabila Terjamin tidak melunasi
Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan
dan/atau cukai.
Kepala Kantor Bea dan Cukai menyetorkan uang hasil
pencairan Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke Kas Negara dan memberitahukan penyetoran
uang hasil pencairan Jaminan tunai kepada Terjamin.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 34
Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan Klaim Jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf h apabila Terjamin tidak melunasi
Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan
dan/atau cukai.
Jatuh tempo Klaim Jaminan yakni 30 (tiga puluh) hari
sejak berakhirnya jangka waktu Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17.
Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling banyak sebesar nilai yang tercantum
dalam Jaminan.
Dalam hal nilai tagihan Pungutan Negara melebihi nilai
yang tercantum dalam Jaminan, Kepala Kantor Bea dan
Cukai melakukan penagihan kepada Terjamin terhadap
selisih atau kekurangan dari pembayaran Pungutan
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Surat Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai
kepada Penjamin dengan tembusan Terjamin dan
instansi atau lembaga terkait.
Penyampaian surat Klaim Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
a. disampaikan secara langsung;
b. dikirimkan melalui pos;
c. dikirimkan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau
jasa kurir; atau
d. dikirimkan melalui media lainnya yang dapat
dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal
penerimaannya.
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Surat Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) harus diterima paling lama pada tanggal jatuh tempo
Klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal terdapat kewajiban Pungutan Negara yang
belum dipenuhi oleh instansi pemerintah dengan
menggunakan Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan surat teguran
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
penagihan belum dilunasi kewajibannya, Direktur
Jenderal melaporkan kepada Menteri guna pemberian
teguran.

Pasal 35

Penjamin dan/atau Terjamin harus menyelesaikan Klaim
Jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
hari kerja sejak tanggal diterimanya surat Klaim Jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
Penjamin menyelesaikan Klaim Jaminan dengan
menyetorkan uang ke Kas Negara sesuai dengan surat
Klaim Jaminan.
Penjamin dan/atau Terjamin menyampaikan bukti
penyetoran uang hasil Klaim Jaminan ke rekening Kas
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Kepala Kantor Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penyetoran.
Terhadap Penjamin dan/atau Terjamin yang tidak
menyelesaikan Klaim Jaminan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang

dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani; dan
b. Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin yang tidak

menyelesaikan Klaim Jaminan, tidak diterima dalam

kegiatan kepabeanan dan/atau cukai.
Kegiatan penjaminan di bidang kepabeanan dan/atau
cukai yang dilakukan oleh Penjamin dan kegiatan di
bidang kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh
Terjamin dapat dilayani kembali setelah seluruh
kewajiban kepabeanan dan/atau cukai diselesaikan.
Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada
instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
pengawasan atas kegiatan Penjamin apabila Penjamin
tidak menyelesaikan Klaim Jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Pasal 36

Penyetoran uang hasil pencairan Jaminan Tunai ke Kas
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan
penyelesaian Klaim Jaminan ke Kas Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pembayaran dan penyetoran penerimaan negara di bidang
kepabeanan dan cukai.
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BAB X
PENGADMINISTRASIAN, MONITORING,
DAN EVALUASI JAMINAN

Pasal 37
Direktur yang mengelola penerimaan dan/atau Kepala Kantor
Bea dan Cukai melakukan pengadministrasian Jaminan yang
diterima.

Pasal 38

(1) Direktur yang mengelola penerimaan melakukan
monitoring dan evaluasi atas pemberian izin penggunaan
Jaminan perusahaan (corporate guarantee) paling sedikit
sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan bahwa
persyaratan untuk mendapatkan izin penggunaan
Jaminan perusahaan (corporate guarantee) tidak
terpenuhi, direktur yang mengelola penerimaan atas
nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai
pencabutan izin penggunaan Jaminan perusahaan
(corporate guarantee).

(3) Keputusan  Menteri mengenai pencabutan  izin
penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas pemberian
izin penggunaan Jaminan perusahaan (corporate
guarantee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perusahaan yang telah memperoleh izin penggunaan
Jaminan perusahaan (corporate guarantee) wajib
menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah
diaudit oleh akuntan publik paling lambat 6 (enam)
bulan setelah akhir periode laporan keuangan kepada
Direktur yang mengelola penerimaan.

(5) Kewajiban penyampaian laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dikecualikan terhadap penyelenggara pos yang
ditunjuk.

(6) Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan laporan
keuangan sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), perusahaan tidak dapat
menggunakan Jaminan perusahaan (corporate guarantee)
sampai dengan laporan keuangan disampaikan.

(7) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan monitoring dan
evaluasi terkait pengelolaan Jaminan.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 39
Dalam hal Penjamin dan/atau Terjamin tidak memenuhi
kewajiban sampai dengan tanggal jatuh tempo sesuai
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),
terhadap Pungutan Negara yang masih terutang dilakukan
upaya penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
PENGELOLAAN JAMINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 40

(1) Pelaksanaan:

a. pengajuan penggunaan Jaminan tunai, Jaminan
bank, Jaminan dari perusahaan asuransi, Jaminan
dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,
Jaminan dari lembaga penjamin, Jaminan aset
berwujud, Jaminan perusahaan (corporate
guarantee), dan Jaminan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19;

b. penyerahan Jaminan bank, Jaminan dari
perusahaan asuransi, Jaminan dari Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Jaminan dari
lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21;

c. penerbitan bukti penerimaan Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan Pasal
28 ayat (1) huruf a;

d. permohonan penyesuaian Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

e. permohonan penggantian Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3);

f. permohonan pengembalian Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);

g. pengadministrasian Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37; dan

h. monitoring dan evaluasi Jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38,

dilakukan secara elektronik melalui Portal Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
belum tersedia atau mengalami gangguan operasional,
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara manual.

BAB XIII
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS

Pasal 41
Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Jaminan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Jaminan yang digunakan sekali dan telah diterima
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sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat
digunakan sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan
dan/atau cukai sampai dengan jangka waktu Jaminan
berakhir;

Jaminan yang digunakan secara terus menerus dan telah
diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap
dapat digunakan sebagai Jaminan dalam rangka
kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan
diterbitkannya Jaminan baru; dan

Jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang telah
memperoleh  Keputusan  Menteri mengenai izin
penggunaan Jaminan perusahaan (corporate guarantee)
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat
digunakan secara terbatas untuk kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri dimaksud sampai
dengan adanya pencabutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2009
tentang Jenis dan Besaran Jaminan dalam rangka
Pembayaran Cukai Secara Berkala dan Penundaan
Pembayaran Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010
tentang Jaminan dalam rangka Kepabeanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 688);
Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.04/2017 tentang
Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha
Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara
Pembayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 717) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.04/2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 58/PMK.04/2017 tentang Pembayaran Cukai
Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang
Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
705);

Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1367)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 668); dan
Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74 /PMK.04 /2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai
untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena
Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara
Pelekatan Pita Cukai (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2022 Nomor 407),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2023.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN
INDONESIA

NOMOR 168 /PMK.04 /2022

TENTANG

JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN
KEPABEANAN DAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT JAMINAN YANG DIGUNAKAN SEKALI

KOP PENJAMIN

REPUBLIK

DI BIDANG

LAMINAN e (L,

Nama
anaun

Nama Perusahaan
Berkedudukan di

NPWP

Alamat

Telepon

Email
berjanji dan menjamin:

Nama IO LT oo {11} {yang -el-njutnyn disebut ubnpu Ter)nnun'

NPWP 25 HSIOOI ) O | ik

Alamat S —————— e 13)...

Telepon % —(149).

Email RS -{15)...
dengan 1 X hak isti untuk menuntut supaya bnrnng—bmng Tcx)nmln lebih dahulu
disita dan dlj\ll] untuk mehinasi hutang-hutangnya vang oleh undang-undang dsbenkxn kepada
Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hul Perdata, ter k juga haknya
untuk teriebih dahulu mendapat pembayaran pluumg akan membayar segera dan sckaligus
kepada i (16) uang paling banyak sebesar Rp.......... (3§ ¢ [FESUISIIN
[ = (18)... ..), apabila Teqnmin tidak dapat memenuhi kewajiban kepabeanan dan/atau
Cukai atas

kegintan kepabeanan dan/atau cukal L B .

dokumen sumber LR LOR S TR AC TR S SO U () | RLOROUE

Klaim atas Jaminan .........(1)......... ini harus telah selesai dimjukan oleh

dan diterima oleh Penjamin dalam jangka waktu paling lama 30 (tign puluh) hari seink tanggal

jatuh tempo Jaminan ... {1)....... dengan menggunakan Surat Klaim Jaminan.

Pembayaran nuu ld-nim Jaminan ... f1).%..-. dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari
kerja sejak tanggal diterimanya Surat Klaim Jaminan dengan disetorkan ke Kas Negara scjumlah

yang tertern dnlnm Surnt Klmm Jaminan.

Peny jan J 3 pat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea
dan Cukai.
Jaminan ........ {0 ini mulai berlaku pada tanggal ... {21)....... sampai dengan tanggal
........ 22)....... jatuh po Jami OSSR ) | IEOUs N
Dibuat dan ditandatangani di ........ {23)..ccuen pada tanggal ........ 24).......
Meterai, Tanda Tangan
dan
T resvssmstariicaase
.................... (25)..
Catatan:
*) bila pat yang disedial untuk jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber

bahan

sebagni dasar diserahkannya Jaminan tidak mencukupi, dapat dilakukan

¥

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Bank Garansi, Customs
Bond, Excise Bond, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia).
Nomor (2) : diisi Nomor Jaminan.
Nomor (3) : diisi nama pejabat yang menandatangani bentuk Jaminan.
Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan.

Nomor (5) : diisi nama Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
Nomor (6) : diisi nama kota tempat Penjamin yang menerbitkan Jaminan

berdomisili.
Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin yang
menerbitkan Jaminan,
Nomor (8) : diisi alamat lengkap Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
Nomor (9) : diisi nomor telepon Penjamin yang menerbitkan Jaminan.

Nomor (10) : diisi alamat email Penjamin yang menerbitkan Jaminan.

Nomor (11) : diisi nama Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin
oleh Penjamin.

Nomor (13) : diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (14) : diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (15) : diisi alamat email Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (16) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan
kewajiban kepabeanan atau cukai.

Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan angka).

Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan huruf).

Nomor (19) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan
oleh Terjamin, misalnya penundaan pembayaran, pembebasan
impor tujuan ekspor, impor sementara, atau keberatan.

Nomor (20) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber
sebagai dasar diserahkannya Jaminan.

Contoh: dalam hal Terjamin melakukan kegiatan impor
sementara, dokumen sumber: Izin Impor
Sementara Nomor 5002/KM.4/2021 tanggal 30
April 2021 Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-
20170404-000100

Nomor (21) : diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya produk
Jaminan.

Nomor (22) : diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya produk Jaminan.

Nomor (23) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya produk Jaminan.

Nomor (24) : diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya produk
Jaminan.

Nomor (25) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari
pejabat Penjamin sebagaimana dimaksud pada Nomor (3) yang
menandatangani Jaminan. (Hanya diisi bila ada).

www.peraturan.go.id
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B. CONTOH FORMAT JAMINAN YANG DIGUNAKAN SECARA TERUS
MENERUS

KOP PENJAMIN

Te

Email
berjanji dan menjamin:

Nama S bbb rbtbdnn ot ninp i s bob s ( l) [ynn.g selanjutnya disebut sebagai Terjamin)

NPWP 2 iveedd

Alamat

Telepon

Emuail 2 s
dengan melepash hak istimewa untuk menuntut supaya barang-barang Terjamin lebih dahulu
disita dan dijual untuk mehinasi hutang-hutangnya vang oleh undang-undang diberikan kepada
Penjamin sesuai dengan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk juga haknya
untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran piutang, akan membayar segera dan sckaligus
W) 1. RO Ry uang paling banyak secbesar Rp......... A7)
dos l. untuk penjaminan kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai berupa
A19)...cc.... yang dilakukan oleh Terjamin pada ..o (16)..oen..

Kiaim Jaminan secara sebagian dar nilai Jaminan ........... (8 | WIIROSIXS dan berulang koali

diperbolehkan, sepanjang nilai pembayaran total yang telah dilakul oleh Penjamin
lebihi nilai Jami (l) ............ ~Sehnppcmhnvmnmnldmmynnglg!nhdnhkuknn

oleh Penjamin akan lnnpung menurunkan nilai Jaminan 1) sebesar nilai yang
telah dibayarkan.

Pembayaran atas klaim Jaminan ... (1)....... dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari
kerja sejak ummnl diterimanyn Surat Klaim Jumnan.
Penyesuai hanya dapat dilakukan lah lapat persetuj Kepals Kantor Bea
dan Cukai.

Jami g ) SO lai berlaku pada tanggal .......(20)...... sampai dengan tanggal
Siddedd {21)....... (jatuh Jami FVEESI ) | Bt &

Dib dan ditand gani di ... (22)....... pada tanggal .......(23).......

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Garansi Bank, Customs
Bond, Excise Bond, Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia).

Nomor (2) : diisi Nomor Jaminan dari bentuk Jaminan nomor (1).

Nomor (3) : diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan.

Nomor (4) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan.

Nomor (5) : diisi nama Penjamin yang menerbitkan Jaminan.

Nomor (6) : diisi nama kota tempat Penjamin yang menerbitkan Jaminan

berdomisili.
Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penjamin yang
menerbitkan Jaminan,
Nomor (8) : diisi alamat lengkap Penjamin yang menerbitkan Jaminan.
Nomor (9) : diisi nomor telepon Penjamin yang menerbitkan Jaminan.

Nomor (10) : diisi alamat email Penjamin yang menerbitkan Jaminan.

Nomor (11) : diisi nama Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terjamin yang dijamin
oleh Penjamin.

Nomor (13) : diisi alamat Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (14) : diisi nomor telepon Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (15) : diisi alamat email Terjamin yang dijamin oleh Penjamin.

Nomor (16) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan
kewajiban kepabeanan atau cukai.

Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan angka).

Nomor (18) : diisi besaran nilai Jaminan (dengan huruf).

Nomor (19) : diisi jenis kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang
mensyaratkan penyerahan Jaminan.

Nomor (20) : diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya produk
Jaminan.

Nomor (21) : diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya produk Jaminan.

Nomor (22) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya produk Jaminan.

Nomor (23) : diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya produk
Jaminan.

Nomor (24) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis dari
pejabat Penjamin sebagaimana dimaksud pada Nomor (3)
yang menandatangani Jaminan. (Hanya diisi jika ada)

www.peraturan.go.id
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C. CONTOH FORMAT JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

KOP PERUSAHAAN

JAMINAN PERUSAHAAN

berdasarkan Akta Notaris Nomor .......... (5] ieeianes mnml .......... -] RSOSSN yang d:bu.t dnhndnpnn

Dengan ini yatakan dan jamin kepad Dlr!luur Jenderal Bea dan Culai:

1. bahwa ....ccooeeeee o9 akan yar p h seluruh kewajiban pembayaran yang
timbul dalam )nnglm waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya
Surat Klaim Jaminan, apabila ternysta terdapat kewajiban atas kegiatan kepabeanan
dan/atau cukai yang menggunakan Jaminan Petuuhnnn {Corporate Guarantes) ini sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ke dan/atau cukai; dan

2 bahwa ... .. memberikan kuasa penuh dan hak mendahulu kepada
Direktur Jendzrnl Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban
-~ BoR | ROEFEN ISP = mpabill oo liia e aihiiies tidak memenuhi kewajiban
P *, an sebagai dimak ‘padabullr(l)

Jaminan Perusahaan (Corporate Guaruntee) ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal vang
tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian xin penggunaan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guar s dal rangk kepabeanan dan/atau  cukai

.............. 9. cciiciernn.. sampai dengan dicabutnya Keputusan Menteri Kzunngpn dnnnk:ud
Dnlnm hal terdapat pcmbnhnn data perulnhnnn yang tercantum pada Per
|Corporate Guarantee) ini, kami akan mengaj penggantian Jami Per h (Carporate
Guarantec).

Demikian Jaminan Perusahaan (Carpornte Guarantee} ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di coooeeeeeof 15)oen. pada tanggal .o (16
........................ (- ) FERPERR IO T,
Meterai, Tanda Tangan
dan stempel Kolom Legalisasi dari Notaris

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (2) : diisi nama pejabat perusahaan yang menandatangani
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat perusahaan yang menandatangani
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat perusahaan  yang
menandatangani Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (5) : diisi nomor Akta Notaris pembuatan Jaminan Perusahaan
(Corporate Guarantee).

Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Akta Notaris pada pembuatan
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee),

Nomor (7) : diisi nama notaris yang menerbitkan Akta Notaris.

Nomor (8) : diisi nama kota tempat kedudukan notaris yang menerbitkan
Akta Notaris.

Nomor (9) : diisi nama perusahaan yang menerbitkan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
perusahaan yang menerbitkan Corporate Guarantee (untuk
pengusaha pabrik barang kena cukai).

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang
menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (12) : diisi alamat lengkap perusahaan yang menerbitkan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (13) : diisi nomor telepon perusahaan yang menerbitkan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (14) : diisi nomor faksimili dan alamat email perusahaan yang
menerbitkan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (15) : diisi tempat dibuatnya Jaminan perusahaan.

Nomor (16) : diisi tanggal dibuatnya Jaminan perusahaan.

Nomor (17) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang
sejenis dari pejabat perusahaan sebagaimana dimaksud
pada Nomor (2) yang menandatangani Jaminan Perusahaan
(Corporate Guarantee). (Hanya diisi jika ada)
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D. CONTOH FORMAT JAMINAN TERTULIS

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

JAMINAN TERTULIS

Y-ngbemmunpndxb-wnhm

Nama o 12).-
I P U ST OV BT RON AU IS S PErOT ¢ L 3).-.
Alasnat T o X ) AROCA ST I
Nama .45)
Berkedudukan di RO rsserin
NPWP S | | SR
Alamat 18}
Telepon - Y
Email : 309t
ini  menyatak menjamin dak g kegi
keplbamnn yang u'ru!ug sebesar Rp ..., {19 § ISR 12).cccoy kepada .o (13
kepnnn kepabeanan (14)
T T ! SIS RO S SIS X SV S {15) %, |
Apabila ternyata terdapat kz'qihnn pnbem yln; tidak dnpal kami pertanggungawabk
peraturan penmdmg '3 maka kami untuk membayar pcnuh schuruh
kewnjiban p alil Tl il {13} dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
bchllhnnkrrpnqakmnmldnmmmyn&xnlmnmdm
Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada ... (13) . berupa penyel seluruh Pung
Nmmwmuhpmmkmbmd:nnm.h nnggup" ' K 1 deng;
ketentuan yang berlaku
Jaminan Tenuhs ini berlaku terhitung mulai tanggal (16} pai dengan tanggal
ot W { y ; O (fatuh tempo Jaminan Tertulis).
Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dig bag;
mestinya.
Dibuat dan ditandatangani di {18} pada tanggal . 19)..
P B
Kuasa Pengguna Anggaran
Meterad, Tanda Tangan
ste
........................ - IR BRI XS
(204
Catatan:
b bagai dasar

b Blhtunpnlya.ngdxudhkmunmk)mu nomor, tanggal. bulan, dan tahun d
diserahkannya Jaminan tidak mencukup:, dopet dilskukan penambahan,

**| Diisi dalam hal Jaminan tertulis untuk smportir dalam rangka keperiuan proyek pemerintah.
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Tertulis.

Nomor (2) : diisi nama pejabat yang menandatangani Jaminan Tertulis.

Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani Jaminan
Tertulis.

Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani Jaminan
Tertulis.

Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan
Jaminan Tertulis.

Nomor (6) : diisi nama kota tempat instansi/importir/perusahaan yang
menerbitkan Jaminan Tertulis berdomisili.

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/importir/
perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.

Nomor (8) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang
menerbitkan Jaminan Tertulis.

Nomor (9) : diisi nomor telepon instansi/importir/perusahaan yang
menerbitkan Jaminan Tertulis.

Nomor (10) : diisi alamat email instansi/importir/perusahaan yang
menerbitkan Jaminan Tertulis.

Nomor (11) : diisi besaran nilai penjaminan Jaminan Tertulis (dengan
angkal).

Nomor (12) : diisi besaran nilai penjaminan Jaminan Tertulis (dengan
huruf).

Nomor (13) : diisi nama lengkap Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan
kewajiban pabean.

Nomor (14) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/
importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis,
misalnya impor sementara.

Nomor (15) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber
sebagai dasar diserahkannya Jaminan.

Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan yang
menerbitkan  Jaminan  Tertulis melakukan
kegiatan impor sementara, dokumen sumber: Izin
impor  sementara nomor 1812/KM.4/2022
tanggal 18 Januari 2022 Nomor pengajuan PIB:
070100-000001-20101226-000105

Nomor (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan
Tertulis.

Nomor (17) : diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.

Nomor (18] : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.

Nomor (19) : diisi tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya Jaminan
Tertulis.

Nomor (20) : diisi nomor registrasi karyawan atau nomor yang sejenis
dari pejabat sebagaimana dimaksud pada Nomor (2) yang
menandatangani Jaminan Tertulis. (Hanya diisi bila ada)

Nomor (21) : diisi nama pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi
pemerintah.

Nomor (22) : diisi jabatan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada instansi
pemerintah.
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E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN JAMINAN
TUNAI, JAMINAN BANK, JAMINAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI,
JAMINAN DARI LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, DAN
JAMINAN BERUPA ASET BERWUJUD

KOP PERUSAHAAN
Nomor @ ... iwooLe oo A 12)....., tanggal ..... 13)....
Lampiran @ ... ' | RO
Hal Permohonan Penggunaan Jaminan (5).-eieees 3
Yth. Kepala Kantor .......... 46 issisas
- JTICDOC DT VoY ¢ § TPRLROR

Nama

Jabatan

Berkedudukan di

Nama perusahaan

Alamat

NPWP/ pasg

NPPEKC

Telepon

Email g
dengan ini mcnpjulun permobhonan untuk dapat menggunakan Jaminan secara [sekalifterus

us*) berupa Jami quapparrcbfiTPes 4ge s sree untuk menjamin pungutan negara dalam ranghka

kegiatan kepabeanan d-n/mu cukai atau memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang
dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan dan/atau cukai sebesar Rp ... PTls
Pty (18).......... ) atas:

Kegiatan kepabeanan dan/atau cukm i s Y e S e s

Dokumen sumber Y —— [ *

Demikian kami Pl untuk dapatk keputusan,
Hormat kami,
Meterni, Tanda Tangan
dan sempel
.......... B iiisanioss

Keterangan:

I 'l'ﬁdnkdmndnhmhnlJlmmnmmm-uumukmmmdukew-jihnnpenyenh.n.lmmln
than dalam peraturan kepabeanan/cukai.
2. Kbum-mtukJmmnlunn
a. Apabila Termmin tidak mengambil Jaminan tunai dalam waktu 2 tahun sejak dipenuhinya seluruh
krwajiban kepabeanan atau culkai terkait dengan penyerahan Jaminan atau telah gugurnya kewagban
penyerahan Jaminan mdnymﬂundlhmpeumtmdlhdungthnbemnmcuhn maka
Juminan tuna akan disetor ke kas negara sesuai k per 2 gan yang b
b. Segals beban biaya yang timbul dan pengembalian Jami tunni dengan perxiebetan rekening kh
Jmmdlhngmgdeh'leq-mn
3.  Khusus unmtuk J; bank, custo bmd/msthld.delmuunLPEldnhnthqamnnd.k
mengambil Jaminan dalam wakta 6 bulan sejak dipenubinya seluruh kewajik F mumlnu
mhnduwnpmeMMuuhhmmeﬂm i yang di
an di atau cukai, Jaminan tersebut alain dimusnahkan
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-33-
EETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan.
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan
Jaminan dibuat.
Nomor (3) : diisi tanggal, bulan dan tahun surat pengajuan izin
penggunaan Jaminan.
Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan
Jaminan.

Nomor (5) : diisi bentuk Jaminan (Jaminan Bank/Garansi Bank, Customs
Bond, Excise Bond, Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, atau Jaminan Aset Berwujud).

Nomor (6) : diisi Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Nomor (7) : Diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada No. (6).

Nomor (8) : diisi nama pengguna jasa yang menandatangani surat
pengajuan izin penggunaan Jaminan.

Nomor (9) : diisi nama jabatan pada perusahaan yang mengajukan
Jaminan (jika pengguna jasa merupakan perusahaan).

Nomor (10) : diisi nama kota tempat domisili pengguna jasa  yang
mengajukan Jaminan.

Nomor (11) : diisi nama perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika
pengguna jasa merupakan perusahaan).

Nomor (12) : diisi alamat pengguna jasa yang mengajukan Jaminan

Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor paspor
{untuk penumpang warga negara asing) pengguna jasa yang
mengajukan Jaminan.

Nomor (14) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pengusaha yang mengajukan Jaminan (jika ada).

Nomor (15) : diisi nomor telepon pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.

Nomor (16) : diisi alamat email pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.

Nomor (17) : diisi besaran nilai Jaminan yang diajukan (dengan angka).

Nomor (18] : diisi besaran nilai Jaminan yang diajukan (dengan huruf).

Nomor (19) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan
oleh pengguna jasa yang mengajukan Jaminan.

Nomor (20) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber
sebagai dasar diserahkannya Jaminan.
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F. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN
PERUSAHAAAN (CORPORATE GUARANTEE)

KOP PERUSAHAAN
Nomor = @ . ') X {2)....., tanggal ..... 13)
Lampiran ... [ T Iw i
Hal Penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guaranted) ..........| [ TSRS

w.p. Direktur .......... [\ OO
Jakarta

Kami yang bertanda unpn di bawah ini:

Nama

Jabatan

Berkedudukan di

Nama perusahaan

Alamat

NPWP Perusahaan

NPPBKC

Telepon

Email

Fasilitas/Pelayanan khusus )
dengan ini mengajukan permohonnn xin untuk dnpnl m:ngunnlnn Jaminan Perusahaan
(Corporate Guarantee} untulk jamin semua X ik bayvaran yang timbul apabila ternyata
terdapat kewajiban Icepnbenmm dan/atau cukni atas kegplnn yang menggunakan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantec) yang tidak dapat kami pertanggungjawnbkan sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

a.  Jaminan Perusahaan (corporate Quarantecy Nomor ... {16)........ tanggal

.............. {17} iviriceee. yang dilengkapi dengan akta otentik oleh notans; dan
b. Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh al publik dal 2 (dua) tahun

buku terakhir *)

Demikian kami pail untuk mendapatkan keputusan.
Hormat kami,
Meterai, Tanda Tangan
dan stempel
WOUDRE:  , OOREIO
Keterangan:
*} Untuk perusahaan MITA, AEO, Penerima Fasilitas Kepabeanan, dan Pengusaha Pabrik Barang
Kena Cukai.
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan
perusahaan (Corporate Guarantee).
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan

Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dibuat.

Nomor (3) : diisi tanggal, bulan dan tahun surat pengajuan izin
penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan
Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee),

Nomor (5) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan izin
menggunakan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee)

Nomor (6) : diisi direktur yang mengelola penerimaan (Direktur
Penerimaan dan Perencanaan Strategis) .

Nomor (7) : diisi nama pengusaha yang menandatangani surat pengajuan
izin penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (8) : diisi nama jabatan pengusaha yang menandatangani surat
pengajuan izin penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate
Guarantee).

Nomor (9) : diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.

Nomor (10) : diisi alamat lengkap perusahaan yang mengajukan
permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan
(Corporate Guarantee).

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] perusahaan yang
mengajukan permohonan izin menggunakan Jaminan
perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
perusahaan yang mengajukan permohonan izin menggunakan
Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee). Hanya diisi jika
ada.

Nomor (13) : diisi nomor telepon perusahaan yang mengajukan
permohonan izin menggunakan Jaminan perusahaan
(Corporate Guarantee),

Nomor (14) : diisi alamat email perusahaan yang mengajukan permohonan
izin menggunakan Corporate Guarantee.

Nomor (15) : diisi fasilitas atau pelayanan khusus yang diberikan kepada
perusahaan, misalnya KITE, KB, MITA, AEO, atau Penundaan
Cukai.

Nomor (16) : diisi nomor Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) yang
telah dibuat.

Nomor (17) : diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan perusahaan
(Corporate Guarantee) yang telah dibuat.
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G. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN
TERTULIS

KOP INSTANSI/PERUSAHAAN

dengan ini mengajukan prrmohunnn min untuk dapat mcnmunnknn Jnnunnn Tertuhs untuk

menjamin  punguian negara dalam mangka kegiatan kepab atau hi kewajiban
penyerahan Jaminan yang dipersyaratikan dalam per perundang-undangan di bilang
kepobeanan sebesar Rp oo 16) i forvemenmervvianeed DT } atas:
kegiatan kepabeanan B - remsnqettamate by R et b BAB) o o poartteesd o cmn e pome ittt
dokumen sumber 2 SPPCL SR C L E P TITIIRCC2 S h Y (19) U T PR SR PR s S e, |
Sebagai kelengkapan pengajuan permuhan.n bersama ini kami lampirkan:
a.  Jaminan tertulis Nomor: ..............{20)... < tanggal [ ¢ | 3
b. forokopi bukti identit WESTIIOER - | [T PICT TR
c folokcpn bukulmntr-k/kepemmknn hnr.ng lmpor berupu .....
d. data pendukung lainnya berupa . ol Yoo eroamenrrpsaptsebiattonpossmncnns
Demikian kami pail b dapatkan keputusan.
Hormat kami
Tanda Tangan
........... ', DO
Catatan:
‘) Dalam hal untuk memenuhi kewajiban penyershan Jami yang diper ¥ dak per
kepabeanan maka nik J dan dak ber tidak periu dicantumkan.
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-37-
PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan
tertulis.
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat pengajuan izin penggunaan
Jaminan tertulis diterbitkan.
Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan izin

penggunaan Jaminan tertulis.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat pengajuan izin penggunaan
Jaminan tertulis.

Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang mengajukan
permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.

Nomor (6) : diisi Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pelaksanaan
kegiatan kepabeanan dan cukai.

Nomor (7) : diisi nama kota tempat kantor Kantor Bea dan Cukai.

Nomor (8) : diisi nama instansi/importir/pengusaha yang
menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan
tertulis.

Nomor (9) : diisi namajabatan instansi/importir/pengusaha yang
menandatangani surat pengajuan izin penggunaan Jaminan

tertulis.

Nomor (10) : diisi nama kota tempat instansi/importir/pengusaha
berdomisili.

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi/
importir/perusahaan.

Nomor (12) : diisi nama perusahaan yang melakukan importasi

Nomor (13) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang
melakukan importasi.

Nomor (14) : diisi nomor telepon instansi/importir/perusahaan yang
melakukan importasi.

Nomor (15) : diisi alamat email instansi/importir/perusahaan yang
melakukan importasi.

Nomor (16) : diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan
angka).

Nomor (17) : diisi jumlah seluruh Pungutan Negara yang terutang (dengan
huruf).

Nomor (18) : diisi kegiatan  kepabeanan yang  dilakukan oleh
instansi/importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan

Tertulis.

Contoh: impor sementara, rush handling.

Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber
sebagai dasar diserahkannya Jaminan.

Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan
melakukan kegiatan impor sementara dokumen
sumber:  Izin  impor  sementara  nomor
1812/KM.4/2021 tanggal 18 Desember 2021
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-
000105.

Nomor (20) : diisi nomor Jaminan tertulis yang telah diterbitkan.
Nomor (21) : diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan tertulis yang telah

diterbitkan.
Nomor (22) : diisi bukti identitas instansi/importir/perusahaan yang
melakukan importasi.
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Nomor (23) : diisi bukti-bukti kontrak f[kepemilikan barang impor.
Nomor (24) : diisi data pendukung lainnya yang berkaitan dengan
permohonan izin penggunaan Jaminan tertulis.
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H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN
PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .......... (IT D
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) DALAM RANGKA
KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA ..., R

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :mede@hﬂwﬂihnkrhn&ppemmpmw
Jaminan Perusahaan (Corporate G ,ynng oleh ... ‘Il ....... melahu
surat Nmot ............ (3).icoie tanggml ... lll AN e telah

b. bnh\nbu\hnrlmnpu kb sebagar dimaksud dalam buruf a, perlu
menetapkan  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian [zZn Penggunaan
Jaminan Perusahaan (Covpomh Guarantee] Dalam Ihngln Kepabeanan dan/atau
Cubkai kepod 12)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepab {Lemt Negara
Republik Indonesta Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan lgmhnran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagai teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomoar 11 Tahun 1995 tent Cukai (Lemb Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomer 76, Tmhnh-n lnnb-rnn Negara Republik Indonesia
Nomor 3613); sebagnimana telah diubak Undang Nomar 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undmg-U Nm 11 Tlhun 1995 tentang

Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia un 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembarsn Negara Republik Indonesia Nemnor 7 .
3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor......... {5)-eice../ PMK.04 /2022 tentang Jaminan
Culeai;

Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan @ KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN [ZIN PENGGUNAAN
JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE OUARANTEQ DALAM RANGKA KEPABEANAN
DAN/ATAU CUKAI KEPADA ... Ty DN
KESATU Knpldn
Nama Perusah,
NPWP
NPPBKC
Alamat $
dﬂunhnnmuntukmenui ! K Perusah (Corporate Guarantee| sebagal
Jmmdahmtmgkahm‘lmchbunngkepbumdln/mucuh
KEDUA : Imn peng (Corporate Guarantee) ini mulm berlaku pada
.............. 1, ORI mpu dengan dicabutnyn Keputusan Menteri ini.
KETIGA - szmnumunmmuhbshkupmwduﬂnpm

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
(0 10—
2. Yang bersangkutan untuk diketabus

Ditetapkan di | ¢ ] CTHENIS ST S
pada tanggal ... BT} ) DUV CPARORR
an MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(13)

{14
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin
penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang diberikan izin menggunakan
Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (3) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan
perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan izin
penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam

rangka kepabeanan dan cukai.

Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang
diberikan izin menggunakan Jaminan perusahaan (Corporate
Guarantee).

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
perusahaan yang mengajukan Jaminan (jika ada).

Nomor (8) : diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin
menggunakan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai diberikannya izin
penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (10) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan
Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan
perusahaan (Corporate Guarantee).

Contoh: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas
Kepabeanan, dan Direktur Teknis dan Fasilitas
Cukai).

Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai
pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate
Guarantee).

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai
pemberian izin penggunaan Jaminan perusahaan (Corporate
Guarantee).

Nomor (13) : diisi jabatan pejabat yang menandatangani Keputusan
Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan
perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (14) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan
Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan
perusahaan (Corporate Guarantee).
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I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN
PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH .......... (] | O JKANTOR PELAYANAN UTAMA ... a)........ -
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .......... (% | I—
KEPUTUSAN HENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

.......... (. ) IS—
TERTANG
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA ... (5)ersims =

MENTERI KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA,

Menumbang : & bahwa sesumi dengan hasil penelitian terhodap permohonan ixin penggunaan
Jominan Tertulin yang digjukan aleh ... .{5)..... ..m:hlmnn'llﬁamut
........... (6)......... tanggal [@-... 151 telah h
persyaratan unmk dapat diberiln @in pen;gumnn Jamiman Tertulis;
. bahwa berdasarkan pertimb sebagak dimaksud dalam buruf a, perlu
mnenplnm I(rputuun Mcnl:n Keumpn tentang Pemberian IzZn Penggunaan
Tertulss kep
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepab {L
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran N’eprl Bepubhk
Indonesia Nomor 3612) sebagai telah diubah d Undang-Undang Nomar

I7Tlhnnmambu!nﬂepnﬂrpubﬂklndmem1mmxom93
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 1! Tahun 1995 Cukai (Lemb jegara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3613); sebagai telah diubah o Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Undnnrumng Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lemhlm Nepn Republik Indonesia Nomor 4755);

5. 1 K wgan Nomor........ 181_. <o PMK. 04 /2022 tentang Jaminan
Dahm Rangka Kegiatan Kepabennan dan Cukas
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN [ZIN PENGGUNAAN
JAMINAN TERTULIS KEPADA ............ [ RO
KESATU ¢ Kepada:
Nama
NPWP
Alamat

diberikan  izin unmk MWJW Tertulis sebagas  Jaminan yang
dipertarubkan atas seluruh Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan
dm/nuu pnumxl-n hnmphn pmyerdun.)mum yang disyaratkan dalam peraturan
i atas:

per 33 gan di bidang kep
kegs kepab B - (11)
dnkumen mbet & (12).....
KEDUA : lzn penggunaan Jamhun Tertulis ini mulai  berlaku pada m\wl
{13} pai dengan tanggal ... T L, BEING
KETIGA :  Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada hnwl ditetaplan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
| (S S s
2. Yang bersangkutan untuk diketahui

Ditetapkan di 1164
pada tanggal ..o I TR,

an. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
L1 AR ) X4

(19
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dalam hal importasi melalui Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai.

Nomor (2) : diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai,
dalam hal importasi melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai.

Nomor (3) : diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai. (Tidak perlu diisi dalam hal importasi melalui
Kantor Pelayanan Utama).

Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin
penggunaan Jaminan tertulis.

Nomor (5) : diisi nama instansi/importir/perusahaan yang diberikan izin
menggunakan Jaminan tertulis.

Nomor (6) : diisi nomor surat pengajuan izin penggunaan Jaminan
tertulis.

Nomor (7) : diisi tanggal, bulan. dan tahun surat pengajuan izin
penggunaan Jaminan tertulis.

Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam
rangka kegiatan kepabeanan dan cukai.
Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

instansi/importir/perusahaan. Hanya diisi bila ada

Nomor (10) : diisi alamat lengkap instansi/importir/perusahaan yang
melakukan importasi.

Nomor (11) : diisi kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh instansi/
importir/perusahaan yang menerbitkan Jaminan Tertulis.
Contoh: impor sementara, rush handling.

Nomor (12) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber
sebagai dasar diserahkannya Jaminan.

Contoh: dalam hal instansi/importir/perusahaan
melakukan kegiatan impor sementara dokumen
sumber: Izin impor sementara nomor
1812/KM.4/2021 tanggal 18 Desember 2021
Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-
000105

Nomor (13) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai diberikannya izin
penggunaan Jaminan tertulis,

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun berakhimya izin penggunaan
Jaminan tertulis.

Nomor (15) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan
Menteri mengenai pemberian izin penggunaan Jaminan
Tertulis.

Nomor (16) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai
pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.

Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai
pemberian izin penggunaan Jaminan tertulis.

Nomor (18) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang
menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian
izin penggunaan Jaminan tertulis,

Nomor (19) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat
Keputusan Menteri mengenai pemberian izin penggunaan
Jaminan tertulis.
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CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI ASET TIDAK
SEDANG MENJADI JAMINAN KEPADA PIHAK LAIN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawsh ini:
Nama :

Jabatan
Berkedudukan di
Nama perusahaan
Alamat

NFPWP

NPPBKC

Telepon

Email

Dengan ini mmvatakan bahwa aset berwujud berupa tanah dan/atau bangunan yang
berlokasi di .......... (20,10 vang dijadikan Jaminan untuk kecgiatan kepabeanan
dan/atau cukai dengan nomor sertifikat ... R LY ot it atas nama

dijadikan jaminan kepada pihak lain sclama jangka waktu penjaminan kegiatan
kepabeanan dan/atau cukai.

......... 1< COMRIERSEY | { | YRS
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PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : diisi nama pengusaha yang menandatangani surat
pernyataan.
Nomor (2) : diisi jabatan pengusaha yang menandatangani surat
pernyataan.
Nomor (3) : diisi nama kota tempat pengusaha berdomisili.

Nomor (4) : diisi nama perusahaan yang mengajukan Jaminan.

Nomor (5) : diisi alamat lengkap  pengusaha/perusahaan  yang
mengajukan Jaminan.

Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPN)
pengusaha/perusahaan yang mengajukan Jaminan,

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pengusaha yang mengajukan Jaminan (jika ada).

Nomor (8) : diisi nomor telepon pengusaha/perusahaan yang mengajukan
Jaminan.

Nomor (9) : diisi alamat email pengusaha/perusahaan yang mengajukan
Jaminan.

Nomor (10) : diisi alamat lokasi tanah dan/atau bangunan.

Nomor (11) : diisi nomor sertifikat tanah dan/atau bangunan.

Nomor (12) : diisi nama yang tercantum pada sertifikat tanah dan/atau
bangunan.

Nomor (13) : diisi nama kota tempat surat pernyataan dibuat.

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan.
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CONTOH FORMAT SURAT KONFIRMASI JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BRI DI o ssnrasaspsmsssnsasaapna {2)s.vsecsonsasacprerssanssnans
.................................................... { ¥ | R ORI ONSIN U P D TV OO
................... (4)...
Yth. Pimpinan ... (3 RRRRCOOTAN AN PO ST XTI
(.- SR were{B) "
Sehubungan dengan telah dm:ruunuyu sacsioptosssct TPeve Nomor .........(10)....... .. tanggal
1 M:garn dengnn nihx sebesar  Rp
............. ). bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
. tersebut di atas diterbitkan oleh ... 7).
¥ reeenee tersebut untuk menjamin pembayaran Punguun Negara
dalam mrgkn hegnum kcp-bennnn dan/atau  cukal B atas
.......... 14).......... NOMOF .....oeeeee {15 muml....,...«..............(lﬁ)“.....,............ )
kepada..........{17)... 2 SO
3. Bcrl:mun dznpn lml 'erubuL diminta kepada Saudam untuk dapat memberikan konfirmasi
apakah ... (=) RS tersebut benar-benar telah diterbitkan oleb ... A7) ocniirennns

4. Konfirmasi ubnpmmmdmmhudpadabuanhnnyndnpntkmmtenm-pnlmghm- 5
(lima) hari kerja terhitung setelah tanggal surat konfirmasi ini.

Demikian di paikan untulk jadi perhat
........................ (Ui rssrrbianstobeirsdansrs
........................ (4 b NV Y ROOIIIIRNCSANES

Lauun

*| bila pat yang disedial untuk jenis, nomor, tanggal, bul dan tah dal by

sebagai dasar diserahkannya Jaminan tidok mencukupi, dapat dilakukan penambahan.
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau
nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai.

Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai yang melakukan
konfirmasi

Nomor (3) : diisi nomor surat konfirmasi Jaminan.

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat konfirmasi
Jaminan.

Nomor (5) : diisi jumlah lampiran surat konfirmasi Jaminan.

Nomor (6) : diisi nama pihak yang dijamin.

Nomor (7) : diisi nama Penjamin yang dikonfirmasi.

Nomor (8) : diisi alamat Penjamin yang dikonfirmasi.

Nomor (9) : diisi Jaminan bank, Customs Bond, Excise Bond, atau
Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Nomor (10) : diisi nomor Jaminan yang dikonfirmasikan.

Nomor (11) : diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang dikonfirmasikan,

Nomor (12) : diisi besaran nilai Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan

angka).

Nomor (13) : diisi besaran nilai Jaminan yang dikonfirmasikan (dengan
huruf).

Nomor (14) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan.

Nomor (15) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).

Nomor (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi
dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada
Nomor (14).

Nomor (17) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan
kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.

Nomor (18) : diisi jabatan Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan
Cukai atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat
konfirmasi Jaminan,

Nomor (19) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai
atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat
konfirmasi Jaminan.
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L. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Deeioom Jeno Bon. cho s BUKTI PENERIMAAN JAMINAN
Nama Koo = —ooovveeeeoereeee 1) NOMOR : ......ccciiininmisinicsnnssannns(3)
Kode Kanlor ~ ... . @)

Jenis Identitas :DNPWP [ wreke [J P DPaspor“

Alamat . (B)

Penggunaan . SekaliTerus Menerus *)

Penjamin 2

Alamat Penjamin -
Besaran Nidat Jaminan : Rp
Dengan Huruf

Jangka Waktu L (M) 5

Kegiatan yang dijamin

Dokumen sumber penyerahan Jaminan
Nomor

Tanggal

Catatan Bendahara Penenmaan/
Pejabat Bea dan Cukai -

............. S 7 | RET—- (22)

... {20)| Bendahara Penerimaan /

Pejabat Bea dan Cukai

Yang Menyerahkan Jaminan,

(25)

Saauo
1. ") piin saiah satu
2 Khusus urtuk jamiran bunal:
a4, Apabia Tedamin tdak mengamoi Jaminan tunal daam waktu 2 (dua) tahun sejak dipenuhinys selurun kewsgibon
kepabeanan atau cukal terkall dengan peryeranan Jeminan atau iefah gugurmya 1 penyerahan
yang dipersy 1 dalkam perundang-undangan di bidang kepabearan atau cukal, jaminan tinad akan
disetor ke Kas Negara sosual dengan kelentuan peraturan perundang -Undangan.
b. Segala beban biaya yang tmbu can per tunal per rekering Khusus minan
aitarggung okeh Teramin
3 Khusus untx Jamdran bank, Cusioms SBonaExcise Borwd, dan 1 LPEL, T bdak
Jaminan dalam wakiu 0 (eraym) butan sefak dipenuhinya sefruh kewajitan kepabeanan atau oukal terkat dengan
permpyerahan Jaminan atau ieiah gugurya 1 1 yang dolom  peraburan
perundang-undangan di tidang kepabeanan atau cukal, Jamnan tersebut akan dimusaahicarn.
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan
kewajiban kepabeanan/cukai.

Nomor (2) : diisi kode Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan
kewajiban kepabeanan /cukai.

Nomor (3) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.

Nomor (4) : diisi nomor identitas perusahaan/orang yang wajib
menyerahkan Jaminan sesuai jenis identitas yang dipilih.

Nomor (5) : diisi nama perusahaan/orang yang menyerahkan Jaminan.

Nomor (6) : diisi alamat lengkap perusahaan/orang yang menyerahkan
Jaminan.

Nomor (7) : diisi bentuk Jaminan yang diserahkan .

Misalnva : Jaminan tunai, Jaminan Indonesia Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, Customs Bond,
Excise Bond, Jaminan Perusahaan (Corporate
Guarantee), Jaminan Tertulis, atau Jaminan aset
berwujud).

Nomor (8) : diisi nomor Jaminan yang diserahkan.

Nomor (9) : diisi tanggal, bulan dan tahun Jaminan yang diserahkan.

Nomor (10) : diisi nama Penjamin atas Jaminan yang diserahkan.

Nomor (11) : diisi alamat lengkap Penjamin atas Jaminan yang diserahkan

Nomor (12) : diisi nilai Jaminan yang diserahkan (dengan angka).

Nomor (13) : diisi nilai Jaminan yang diserahkan (dengan huruf).

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Jaminan
(diisi jika Jaminan memiliki jangka waktu).

Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhimya Jaminan (diisi
jika Jaminan memiliki jangka waktu).

Nomor (16) : diisi jenis kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang
dijamin, misalnya impor sementara, keberatan, atau rush
handling.

Nomor (17) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan, Misalnya: PIB Impor sementara atau Surat Penetapan
Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) yang diajukan keberatan.

Nomor (18) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada Nomor (14).
Contoh: SPTNP-1301/WBC.08/KPP.MP.01 /2022

Nomor (19) : diisi tanggal, bulan dan tahun dokumen sumber yang menjadi
dasar penyerahan Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada
Nomor (15).

Contoch: 13 Januari 2022)

Nomor (20) : diisi catatan-catatan yang diperlukan oleh Pejabat Bea dan
Cukai atau bendahara penerimaan, yang antara lain seperti
penggantian dan penyesuaian Jaminan, atau pengembalian
Jaminan.

Nomor (21) : diisi nama kota Kantor Kantor Bea dan Cukai tempat
Pejabat Bea dan Cukai atau Bendahara Penerimaan
menerima Jaminan.

Nomor (22) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan bukti
penerimaan Jaminan.

Nomor (23) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai atau bendahara
penerimaan yang ditunjuk untuk menandatangani bukti
penerimaan Jaminan,

Nomor (24) : diisi nama orang yang menyerahkan langsung Jaminan, yakni
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Terjamin atau orang yang diberikan kuasa oleh Terjamin.
Nomor (25) : diilsi nama jabatan orang yang menyerahkan langsung
Jaminan sebagaimana dimaksud pada Nomor 22,

www.peraturan.go.id
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M. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN JAMINAN

KOP PERUSAHAAN

Nama
Jabatan
Berkedudukan di
NPWP / Paspor
Nama perusahaan :
Alamat :
Telepon $ 14
dengan ini mengajul permoh pengembali Jammi yang digunak secara (sekali/terus
menerus®) berupa Jaminan ............. {5)-cierivrneen. sehubungan dengan telah dipenuhinya seluruh
kewnjiban kepabeanan dan/atau cukai atau telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan
scbagaimana dipersyaratikan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
dan/atau cukai *) sebesar Rp 3
Kegintan kepab
Dokumen sumber
Nomor BPJ
Tanggal BPJ
Khusus Jaminan tunai, penpmlnlnn agar dapat disetor ke rekening:
Nomor Rekening
Bank :
Nama Pemilik Rekening -

Demikian kami il untuk d kan keputusan.

Hormat kami,

Catatan:
Segala beban biaya yang timbul dan bals Jami tuna: d pendebetan rekening khusus
Jaminan ditanggung oleh Terjamin.
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-51-
PETUNJUK PENGISIAN
Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan pengembalian Jaminan.
Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan pengembalian

Jaminan dibuat.

Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan
pengembalian Jaminan.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan permohonan
pengembalian Jaminan.

Nomor (5) : diisi jenis Jaminan yang diajukan pengembalian, misalnya
Jaminan Tunai, Customs Bond, Excise Bond, dll.

Nomor (6) : diisi Nama Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Nomor (7) : diisi nama kota tempat Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada Nomor (6).

Nomor (8) : diisi nama pengguna jasa/importir/pengusaha yang
menandatangani permohonan pengembalian Jaminan,

Nomor (9) : diisi nama jabatan pengguna jasa/importir/pengusaha yang
menandatangani permohonan pengembalian Jaminan.

Nomor (10) : diisi nama kota tempat pengguna jasa/importir/pengusaha
berdomisili.

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengguna jasa/
importir/perusahaan.

Nomor (12) : diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan
pengembalian Jaminan.

Nomor (13) : diisi alamat lengkap pengguna jasa/importir/perusahaan
yang mengajukan permohonan pengembalian Jaminan

Nomor (14) : diisi nomor telepon pengguna jasa/ importir/perusahaan yang
mengajukan permohonan pengembalian Jaminan

Nomor (15) : diisi alamat email importir/perusahaan yang melakukan

importasi

Nomor (16) : diisi nilai Jaminan yang diajukan pengembalian (dengan
angka).

Nomor (17) : diisi nilai Jaminan yang diajukan pengembalian (dengan
huruf).

Nomor (18) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.

Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber
sebagai dasar diserahkannya Jaminan.

Nomor (20) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.

Nomor (21) : diisi tanggal bukti penerimaan Jaminan.

Nomor (22) : diisi nomor rekening untuk pengembalian Jaminan tunai.

Nomor (23) : diisi nama bank tempat rekening untuk pengembalian
Jaminan tunai.

Nomor (24) : diisi nama pemilik rekening untuk pengembalian Jaminan
tunai.
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N. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENCAIRAN JAMINAN TUNAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR - i o iianramsiqusaannsyin E1) o nannny soninnssiion
.................................................... {37 { R L SRS Ctts S St s OO SRt

PO . D soreoaeemmmerrttotio o mmsonansttoopttbnstamamenmpsnd s seetderiqdettidesesd (L]

Sifat  : Segera

Hal Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai

WU, - s vpperbyeepreas e oo R e

i s e (6).

Bahwn Jaminan tunai sebagai berilaat:

Nila: Jaminan Tunai  JEPPRTIISOUOSRUIIING | § ARSI NITEIRTI IR, LSOOI IT P |

Nomor Bukti Penerimaan Jaminan S e — — L .

Tanggal Bukti Penerimaan Jaminan  © i ) | 7) ASSERA USRI OO SRS U

telah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara sebesar Rpo..orin 1) »

[} (12).... 3453} dengan

................ (13)iimrriiannes: ROGEAL  oreieennirsiarid

kepabeanan dan/atau cukai atas kegintan

berupa e {16} Nomor o
Demikian di paikan untuk 1)

......................... {19)..
......................... {20)...

Tembusan :

1. Direktur Penerimasn dan Perencansan Strategis

.+ RO AR

Keterangan:

1. Dalam hal masih terdapat nnJmmnnnwmspemcmxhnnke‘qihmkrpnbemndnnlnuumkd
dimaksud, dapat diajul per peng da Kantor Bea dan Cuka
dengan menggunak L ,'—.h\m:!llymgmmpnhnhlpmudnktzrpudhndmknw
M i K gan Nomor ... 21).-.., JPMK.04/2022 tentang Jaminan Dalum Rangka Kegiatan
Kepabeanan dan Cukai.

2, DnhmhdJammnlmwMAknxkupunmk hi kewajtban kepab dan/atan culai, akan
dilak penag dengan P an perundang-undangan.
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau
nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea

dan Cukai.
Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai.
Nomor (3) : diisi nomor Surat Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai.

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat
Pemberitahuan Pencairan Jaminan Tunai.

Nomor (5) : diisi nama orang/perusahaan yang menyerahkan Jaminan
Tunai.

Nomor (6) : diisi alamat lengkap orang/perusahaan yang menyerahkan
Jaminan Tunai.

Nomor (7) : diisi nilai Jaminan tunai (dalam angka Rupiah).

Nomor (8) : diisi nilai Jaminan tunai (dalam huruf).

Nomor (9) : diisi nomor bukti penerimaan Jaminan.

Nomor (10) : diisi tanggal bukti penerimaan Jaminan.

Nomor (11) : diisi nilai Jaminan tunai yang disetorkan ke kas negara
(dalam angka Rupiah).

Nomor (12) : diisi nilai Jaminan tunai yang disetorkan ke kas negara
(dalam huruf).

Nomor (13) : diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Nomor (14) : diisi tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Nomor (15) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.

Nomor (16) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan.

Nomor (17) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan.

Nomor (18) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar
penyerahan Jaminan.

Nomor (19) : diisi Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas
nama Kepala Kantor yang menandatangani surat
pemberitahuan pencairan Jaminan.

Nomor (20) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai
atas nama Kepala Kantor yang menandatangani surat
pemberitahuan pencairan Jaminan.

Nomor (21) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam
rangka kegiatan kepabeanan dan cukai.
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O. CONTOH FORMAT SURAT KLAIM JAMINAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menunjuk .......... (8})....... . dengan Nomor ............. (9)... . tanggal .. XY { | 1, U
yang diterbitkan oleh ... .....l6) .............. dengan ini dxbenlnhuknn hal hal ubagm benkul:

1

640 ) 3 3 R RAAI AN L dengan dokumen ... (15)....... Nomor .......... {16)....... tanggal

2. Bahwa schubungan dengan butir 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... JPMK.04 /2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan
dan Cukai, Saudara diminta untuk segera menyelesaikan klaim Jaminan ... - APERCERROX
dengan menyetor uang hasil klaim Jaminan tersebut ke rekening Kas Negara dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejnk tanggnl diterimanya Surat Klaim Jaminan
ini dengan rincian sebagni berikut:

Kode Dokumen Dasar

Mo | Biing | pen
1 _(18).. JE T LT
Jumlnh Pcmbnnnn Pcnenmm Vegnn : 53)
2 Dan Seterusnva . |
R | BCARENTO RIS SO {8)-. . akan kami kembalkan setelah kiaim sebagaimana

dimaksud pada butir 2 d;ulcsnik.nn dnn dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara yang
telah mendapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
4. Apabila Saudara tidak segera melaksanakan penyel n klam Jami sebagaimana

dimaksud pada butir 2:

a. kegatan kepabeanan dan/atau cukai yang dilakukan oleh Terjamin tidak dilayani;

b. Jaminan yang diterbitkan oleh ... . PO U, tidak diterima dalam kegiatan
kepabeanan dan/atau cukai; dan

c. terhadap kewajiban kepabeanan dan/atau cukai akan dilakukan penagihan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjoadi perhatinn,

Tembusan :

1. Dircktur Jenderal Bea dan Cukm u.p. Direktur Penenimaan dan Perencanaan Strategis

: Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  Cukai
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau
nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai.

Nomor (2) : diisi alamat Kantor Bea dan Cukai.

Nomor (3) : diisi nomor Surat Klaim Jaminan.

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Klaim
Jaminan.

Nomor (5) : diisi jumlah lampiran.

Nomor (6) : diisi nama Penjamin.

Nomor (7) : diisi alamat Penjamin.

Nomor (8) : diisi jenis Jaminan, misalnya Jaminan Bank, Customs Bond,
Excise Bond, atau Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, Jaminan Perusahaan, Jaminan Tertulis, atau
Jaminan Aset Berwujud.

Nomor (9) : diisi nomor Jaminan yang dilakukan klaim.

Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Jaminan yang akan dicairkan.

Nomor (11) : diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin)

Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang dijamin
(Terjamin).

Nomor (13) : diisi alamat lengkap pihak yang dijamin (Terjamin)

Nomor (14) : diisi kegiatan kepabeanan dan/atau cukai yang dijamin.

Nomor (15) : diisi jenis dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan.

Nomor (16) : diisi nomor dokumen sumber yang menjadi dasar penyerahan
Jaminan.

Nomor (17) : diisi tanggal dokumen sumber yang menjadi dasar
penyerahan Jaminan.

Nomor (18) : diisi Kode Billing untuk penyetoran penyelesaian klaim
Jaminan.

Nomor (19) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen dasar
pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan
kepabeanan mengenai tatacara pembayaran dan penyetoran
Penerimaan Negara.

Nomor (20) : diisi akun pembayaran penerimaan negara pada Kode Billing
untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.

Nomor (21) : diisi kode akun pembayaran Penerimaan Negara pada Kode
Billing untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.

Nomor (22) : diisi jumlah pembayaran Penerimaan Negara pada Kode Billing
untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.

Nomor (23) : diisi jumlah total pembayaran Penerimaan Negara pada setiap
Kode Billing untuk penyetoran penyelesaian klaim Jaminan.

Nomor (24) : diisi Kepala Kantor atau jabatan Pejabat Bea dan Cukai atas
nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klaim
Jaminan.

Nomor (25) : diisi nama Kepala Kantor atau nama Pejabat Bea dan Cukai
atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klaim
Jaminan.

Nomor (26) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Nomor (27) : diisi nama pihak yang dijamin (Terjamin), sesuai dengan yang
disebut dalam Jaminan yang dicairkan.
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P. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PENCABUTAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE

GUARANTEE)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA!

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... ) R
TENTANG
PENCABUTAN [ZIN PENGGUNAAN JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTER
DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI KEPADA _.._.... T

MENTER!I KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a  bahwa terbadap ....... 2).. telnh dihuiknn lu'n pmgpmuu Jaminan Perusahaan
(Corporate G <) Nomor ... f3}.ceee
tentang Pemberian Izin Pe (Corporate Guarantec)
Dalam Kepabeanan dan/atau Culkai Kepada ... IR 3

b, bahwa sesun: dengan ha sil evaluasi luh.dlp penget Jazmis Perusah,
(Corporate Guarantee| I ! dnlun hwuf &y siliiad) {7 + NTARRION
tidak memenuhi ketentuan dalam penggunaan Perusah (Corp

Guarantes;
c.  bahwa berdasarkan mmbu‘lnuhnpmdmnbuddnhmhmu[ldnnhw
b, periu menectapkan Kepuumnlkmznknmgnn g

Menteri Keuangan Nomor 2 berun Izin kn@mnn
Jaminan Perusabaan (‘urpomh Gmrwmq Dalam )’hnﬂn Kepabeanan dan/atau
Cukai Kepada ........... ) LTS

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepat {Lemt Negara

indoneséa Tohun 1995 Nomor 75 Tlmh-h:n lcmhnrln Negara Repubiik
Indenesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2006 Nomor 93
Tambahan Lembaran N Republik Indonesia Namor 4661);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tent Cukai [Lemb Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomot 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

7 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cuhi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor......... [ S J/PMK.04 /2022 tentang Jaminan

Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Culai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER!I KEUANGAN TENTANG PENCAHUTAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR ........... % | T TENTANG PEMBERIAN I[ZIN PENGGUNAAN
JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) DALAM RANGKA KEPABEANAN
DAN/ATAU CUKAI KEPADA ... Rz

KESATU :  Mencabut zin pengge Jarni; Perusah (Corp G ) yang telah
diberikan kepada:
Nama
NPWP
NPPBKC
Alamat "

KEDUA :  Jaminan Peruuhun (Carpamu Gunmnmc] g disampaikan oleh ... A v | SOCTOI
ﬂd.k dapat dlperg\mhn mcnpmm kq-un oi uhn; brp.bumn dm/n-u

cukai yang varatian peny 18

Menter: ini.

KETIGA ¢ Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan,

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
()

(12)
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PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pencabutan izin
penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)
dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.

Nomor (2) : diisi nama perusahaan yang menggunakan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee).
Nomor (3) : diisi Nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian izin

penggunaan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)
dalam rangka kepabeanan dan/atau cukai.

Nomor (4) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai Jaminan dalam
rangka kepabeanan dan cukai.

Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang
menggunakan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
perusahaan yang menggunakan Jaminan Perusahaan
(Corporate Guarantee) (jika ada).

Nomor (7) : diisi alamat lengkap perusahaan yang diberikan izin
menggunakan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee).

Nomor (8) : diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Menteri
mengenai pencabutan Pemberian Izin Penggunaan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka kepabeanan
dan/atau cukai.
Contoh: Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Fasilitas

Kepabeanan, dan/atau Direktur Teknis dan
Fasilitas Cukai.

Nomor (9) : diisi kota tempat ditetapkannya surat Keputusan Menteri
mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan Perusahaan
(Corporate Guarantee) dalam rangka kepabeanan dan/atau
cukai.

Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan
Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee} dalam rangka kepabeanan
dan/atau cukai.

Nomor (11) : diisi jabatan pejabat yang menandatangani Keputusan
Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee} dalam rangka kepabeanan
dan/atau cukai.

Nomor (12) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan
Menteri mengenai Pencabutan Izin Penggunaan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee) dalam rangka kepabeanan
dan/atau cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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